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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku  Pengutipan Liar Di Desa 

Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dan Untuk Untuk mengetahui kendala dalam penerapan 

sanksi bagi pelaku pungutan liar Liar Di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Penelitian 

ini merupakan peneletian lapangan sebagai pendukung bahan dasar penulisannya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yurisdis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pengutipan liar Di Desa 

Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo ialah merupakan kegiatan yang dilakukan karena adanya 

kebiasaan masyarakat. Bahwa praktek pengutipan liar tersebut tidak terorganisir akan tetapi telah menjadi 

kebiasaan yang akhirnya sulit untuk dihilangkan. Kebiasaan ini juga terjadi akibat wisatawan dan warga sekitar 

juga menganggap hal tersebut biasa. Kemudian perbuatan tersebut dinilai sebagai hal yang lumrah oleh 

masyarakat di dalam Pandangan KUHP terhadap praktek pengutipan liar yang terjadi pada lokasi wisata di desa 

Lau Debuk-Debuk adalah terlarang. Mengenai hal tersebut dapat dikenai hukuman 2 tahun penjara sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap praktek 

pengutipan liar yang terjadi pada lokasi Di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dinilai 

sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana Islam. Akibatnya jika tetap melakukan maka hukum pidana 

Islam meletakkan hukuman tersebut secara ta’zir dimana hukuman tersebut mengikuti dengan peraturan yang 

berlaku dalam sebuah Negara. 

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam,Hukum Pidana Positif,Pengutipan Liar 

 

Abstract. The aim of this research is to determine the application of sanctions for perpetrators of illegal levies in 

Spirit Mountain Village, Merdeka District, Karo Regency and to find out the obstacles in implementing sanctions 

for perpetrators of illegal levies in Spirit Gunung Village, Merdeka District, Karo Regency. This research is field 

research as supporting basic material for writing. This research uses an empirical juridical approach. The results 

of the research show that enforcement of the illegal quoting law in Spirit Mountain Village, Merdeka District, 

Karo Regency is an activity carried out because of community habits. That the practice of illegal quoting is not 

organized but has become a habit that is ultimately difficult to break. This habit also occurs because tourists and 

local residents also think this is normal. Then this act was assessed as normal by the community in the Criminal 

Code's view that illegal quoting practices that occur at tourist locations in the village of Lau Debuk-Debuk are 

prohibited. Regarding this matter, a sentence of 2 years in prison can be imposed in accordance with the mandate 

of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which was amended by Law Number 

20 of 1999. The Islamic Criminal Law's view of the practice of illegal quoting that occurred at a location in the 

Spirit Mountain Village, Merdeka District, Karo Regency is considered an act that is prohibited by Islamic 

criminal law. As a result, if you continue to do so, Islamic criminal law places the punishment in a ta'zir manner 

where the punishment follows the regulations in force in a country. 

Keywords: Islamic Criminal Law, Positive Criminal Law, Illegal Quotations 

 

PENDAHULUAN 

Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan 

mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun 

dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat berperan penting. Dan salah satu yang sering 
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terjadi dalam pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). Perbuatan-perbuatan yang 

disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah 

ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam penjajahan. Namun baru diperkenalkan sebagai 

Tindak Pidana Pungli pada September 1977. 

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur 

pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya 

masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan 

salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik 

pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Istilah lain yang digunakan oleh 

masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam 

tempel, calo dan lain-lain. 

Dari segi bahasa, pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni 

“pungutan‟ dan “liar‟. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan 

berarti barang yang dipungut1, dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak 

diakui oleh yang berwenang2. Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan 

cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. 

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah 

uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. 

Jika Dikaji lebih dalam maka Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi 

yang tidak mempunyai landasan hukum.  

Pungli adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai 

Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang 

yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan 

pembayaran tersebut. 

Faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua 

macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku 

pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya, antara lain: 

Kondisi sosial ekonomi,Ingin memperoleh kemawahan hidup,Lemahnya iman dari pelaku 

                                                           
1 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta; 

Modern English Press. 1991), h. 1206. 

 
2 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, h. 869. 
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pungli,Penyalahgunaan kekuasaan dan wewewnang,Rendahnya pendapatan penyelenggara 

negara,Kemiskinan dan keserakahan,Budaya memberi upeti,Imbalan dan hadiah,Apatis/tidak 

mau tahu,Gagalnya pendidikan agama dan etika 

Terhadap faktor penyebab pungli yang disebutkan terakhir, gagalnya 

pendidikan agama dan etika, berasal dari pemikiran Franz Magnis Suseno, yang 

mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam 

mencegah pungli karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. 

Pemeluk agama menganggap bahwa agama hanya berkutat pada masalah 

bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam 

memainkan peran sosial.  

Menurut Franz, agama bisa memainkan peran yang lebih 

besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, 

agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika 

kekuatan relasi emosional yang dimiliki pemeluk agama diterapkan dengan benar, 

bisa menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat membawa dampak yang 

sangat buruk.3 

Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta 

pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya pungli. Yaitu: 

Kelemahan mekanisme organisasi,Penegakan hukum yang tidak konsisten,Lemahnya 

pengawasan ,Budaya permisif/serba membolehkan 

Dalam Islam pengutipan liar disebut dengan sisywah atau bisa disebut dengan penuyuapan. 

Adapun secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka 

mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang 

batil/salah atau menyalahkan yang benar.4 

Dalam Al Qur’an juga disebutkan bahwa perbuatan pengutipan liar juga dilarang dengan 

dasar surah Asy Syu’ara ayat 42 sebagai berikut: 

ئكَِ لهَُمْ عَذَ  ِ ۚ أوُلََٰ  ابٌ ألَِيمٌ إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلَى الَّذِينَ يظَْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغوُنَ فِي الْْرَْضِ بغِيَْرِ الْحَق 

 

Artinya: Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan 

melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. 

                                                           
 

3 H.M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 37. 

 
4 H. M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah 2011), h. 89. 
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Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pungutipan liar termasuk golongan dengan perbuatan 

orang-orang yang melampaui batas dengan memaksa orang-orang untuk memberikan yang 

bukan kewajibannya untuk memenuhi apa yang di inginkan seseorang dalam niat individu. 

Kemudian surah An-Nisa ayat 29 juga menilai bahwa pengutipan liar ini termasuk 

golongan memakan harta saudaranya sendiri secara bathil sebagaimana dalam ayat berikut:  

َٰٓأيَ   نكُ يََٰ رَةً عَن ترََاضٖ م ِ َٰٓ أنَ تكَُونَ تِجََٰ طِلِ إلََِّ لكَُم بيَۡنكَُم بِٱلۡبََٰ اْ أمَۡوََٰ َ كَانَ بكُِمۡ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لََ تأَۡكُلوَُٰٓ اْ أنَُسَُكُمۡۚ إِنَّ ٱللََّ ُلُوَُٰٓ ۡۡ ا  مۡۚ وَلََ تَ يما ِِ   رَ

  Artinya: Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

Kemudian, menurut Imam Nawawi pengutipan liar ini juga disebut dengan al Muksu dan 

mengkatagorikannya termasuk dalam dosa besar sebagaimana perkataannya berikut: 

أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبۡات، وذلك لكثرة مطالبات الناس لَ وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منَ 

 وانُهاكَ للناس وأخذ أموالهم بغير ِۡها وصرفها في غير وجهها5

Artinya: Sesungguhnya al-muksu (pungutan liar) termasuk maksiat yang paling jelek dan dosa 

besar. Itu dikarenakan pungutan liar banyak menuntut manusia untuk membayarnya dan 

menzalimi mereka secara berulang-ulang dan memaksakannya kepada orang-orang. 

Termasuk juga mengambil harta orang dengan tidak benar dan menyalurkannya juga 

dengan tidak tepat. 

Dari penjelasan Imam Nawawi tersebut kejahatan pengutipan liar digolongkan dalam 

kejahatan yang dosanya merupakan katagori dosa besar.  Ini disebabkan karena katagori al 

muksu merupakan kegiatan yang sifatnta mendzholimi seseorang. 

Kemudian pengutipan liar ini juga disebut sebagai pungutan liar oleh Bahasa perundang-

undangan di Indonesia. Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam 

undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan 

merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas.6 

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf B Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 

                                                           
 
5 An- Nawawi, Minhaj Syarah Imam Nawawi ’Ala Imam Muslim (Yordania: Penerbit: Baitul Afkar Ad-

Dauliyah, t.t), h, 2850. 

 
6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan 

pengertian tindak pidana pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri 

atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 

seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan 

potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi pungli 

melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak 

langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. 

Dari kesimpulan yang dipaparkan diatas, pengutipan liar dapat disebut dengan pungutan 

liar yang sifatnya pengambilan keuntungan dari orang lain secara paksa dan tidak diatur dalam 

perundang-undangan yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi semata. 

Praktek pengutipan liar ini masih berjalan dan dianggap biasa oleh masyarakat yang ada di 

lokasi wisata di sekitar Desa Lau Debuk-Debuk Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Di 

daerah wisata ini terkenal dengan pemandian air panas yang berasal dari panas bumi. Karena 

adanya objek wisata tersebut, masyarakat desa Lau Debuk-Debuk sendiri sering mengadakan 

pengutipan liar terhadap tamu yang akan masuk ke wilayah objek wisata tersebut. Hal ini 

diperkuat dengan penjelasan penjaga gerbang dari lokasi wisata tersebut melalui wawancara 

penulis. 

1. Aripin Ginting 

“jadi setiap masuk kami kira permobil atau per kereta. Harganya tergantung 

keadaan. Kadang permobil bisa hitung perorang dalam mobil itu. Kalau ada orang 

dalam ya kita kasi permobil 20 ribu. Atau gak usah bayar karena kan ada pemuda 

setempat.”7 

 

2. Bahagia Sitepu 

“kadang kami patok 35 per mobil. Lain cerita kalau dia ada orang di daerah sini yak 

an. Apa lagi saudara. Kalau orang luar naik kereta satu kereta 15 ribu. Ya tujuannya 

untuk penjagaan”.8 

                                                           
 

7 Wawancara pribadi dengan Aripin Ginting, warga desa Lau Debuk-Debuk pada tanggal 1 April 2022. 

 
8 Wawancara pribadi dengan Bahagia Sitepu, warga desa Lau Debuk-Debuk pada tanggal 1 April 2022. 
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Kesimpulan dari wawancara penulis diatas adalah warga menetapkan pungutan liar tersebut 

berbagai macam sesuai dengan jenis kendaraan. Terkadang penerapan tersebut tidak berlaku 

untuk warga lokal atau pengunjung yang dibawa oleh warga lokal. Tujuan dari pengutipan liar 

ini adalah sebagai bentuk keamanan. Padahal desa tersebut sudah aman tanpa harus ada 

pengamanan karena tidak pernah ada kasus pencurian terhadap kendaraan para 

pengunjung.Praktek ini jelas terlarang oleh hukum pidana positif yang berkenaan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga 

terlarang untuk dilakukan dalam pandangan hukum pidana Islam yang dimana perbuatan ini 

disebut juga dengan istilah al muksu. Maka dari itu penulis berniat akan mengangkat 

permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul : ANALISIS TINDAK PIDANA 

PENGUTIPAN LIAR DI WISATA ALAM LAU DEBUK-DEBUK DI TINJAU DARI 

HUKUM PIDANADAN PIDANA ISLAM (Studi Kasus Desa Semangat Gunung 

Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo) 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian iJarimah 

Kata i"Jinayah" imerupakan ibentuk i(masdar) idari ikata i"jana". iSecara 

ietimologi i"jana" iberarti iberbuat idosa iatau isalah isedangkan ijinayah idiartikan 

iperbuatan idosa iatau iperbuatan isalah.9 iSeperti idalam ikalimat ijana i'ala iqaumihi 

ijinayatan iartinya iia itelah imelakukan ikesalahan iterhadap ikaumnya. iKata ijana ijuga 

iberarti i"memetik", iseperti idalam ikalimat ijana ias-samarat, iartinya i"memetik ibuah 

idari ipohonnya". iOrang iyang iberbuat ijahat idisebut ijani idan iorang iyang idikenai 

iperbuatan idisebut imujna ialaih. i 

Kata ijinayah idalam iistilah ihukum isering idisebut idengan idelik iatau itindak i 

Pidana. iSecara iterminologi ijarimah iadalah ilarangan-larangan iSyara’ iyang idiancam 

ioleh iAllah iSWT idengan ihukuman ihadd iatau ita’zir.10 iLarangan-larangan itersebut 

iadakalanya iberupa imengerjakan iperbuatan iyang idilarang, iatau imeninggalkan 

iperbuatan iyang idiperintahkan.11 iDengan ikata-kata i“Syara” ipada ipengertian itersebut 

iadalah isuatu iperbuatan ibaru idianggap ijarimah iapabila idilarang ioleh iSyara’. 

                                                           
 
9Makhrus iMunajat, iDekonstruksi iHukum iPidana iIslam, i(Yogyakarta: iLogung iPustaka, i2004), ih. i1. 

 
10

 iAhmad iHanafi, iAsas-Asas iHukum iPidana iIslam, ih. i1 

  
11

 iAhmad iWardi iMuslich, iHukum iPidana iIslam. i(Jakarta: iSinar iGrafika, i2004), ih. i249. 
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Dalam iistilah ilain ikata ijarimah idisebut ijuga ijinayah imempunyai ibeberapa 

ipengertian, iseperti iyang idiungkapkan iAbdul iQodir iAudah ipengertian ijarimah 

iadalah isuatu iistilah iuntuk iperbuatan iyang idilarang ioleh isyara’ ibaik iperbuatan 

itersebut imengenai ijiwa, iharta, iatau ilainnya. iImam ial-Mawardi imemberikan idefinisi 

ijarimah iadalah iperbuatan-perbuatan iyang idilarang ioleh iagama i(syara') iyang 

idiancam idengan ihukuman ihadd iatau ita’zir.12 

Sedangkan imenurut ikalangan ifuqaha, iyang idimaksud idengan ikata ikata 

ijinayah iialah iperbuatan iyang idilarang ioleh isyara’ ibaik iperbuatan iitu imengenai 

i(merugikan) ijiwa iatau iharta ibenda iataupun iyang ilain-lainya. i 

Dalam ihukum iIslam, ikejahatan i(jarimah/jinayat) ididefinisikan isebagai 

ilarangan-larangan ihukum iyang idiberikan iAllah, iyang ipelanggarannya imembawa 

ihukuman iyang iditentukan-Nya iatau itidak imelakukan isuatu iperbuatan iyang itidak 

idiperintahkan. iDengan idemikian, isuatu ikejahatan iadalah iperbuatan iyang ihanya 

idilarang ioleh isyari’at. iDengan ikata ilain, imelakukan i(commission) iatau itidak 

imelakukan i(ommission) isuatu iperbuatan iyang imembawa ikepada ihukuman iyang 

iditentukan ioleh isyari’at iadalah ikejahatan.13 

Pengertian i"jinayah" iatau i"jarimah" isama idengan ipengertian itindak ipidana 

i(peristiwa ipidana) iatau idelik idalam ihukum ipositif i(pidana). iSebagian ipara iahli 

ihukum iIslam isering imenggunakan ikata-kata i"jinayah" iuntuk i"jarimah" iyang 

idiartikan isebagai iperbuatan iseseorang iyang idilarang.14 

Dari ibeberapa idefinisi ijarimah idiatas idapat ipenulis isimpulkan ibahwa iyang 

idinamakan ijarimah iadalah imelaksanakan iperbuatanperbuatan iterlarang idan 

imeninggalkan iperbuatan-perbuatan iwajib iyang idiancam ioleh iAllah idengan ihukuman 

ihadd iatau ihukuman ita’zir, ibaik iperbuatan itersebut imengenai ijiwa, iharta iatau 

ilainnya. i i 

 

2. Pengertian iTindak iPidana 

 Hukum ipidana iadalah ibagian idari ikeseluruhan ihukum iyang iberlaku idisuatu 

inegara, iyang imengadakan idasar-dasar iatau iaturan-aturan iuntuk i: 

                                                           
 
12

 iIbid ih. i9 

 
13

 iTopo iSantoso, iMembumikan iHukum iPidana iIslam: iPenegakan iSyari’at idalam iWacana idan iAgenda, 

i(Jakarta: iGema iInsani iPress, i2003), ih. i20. 

 
14

 iAhmad iWardi iMuslim, iHukum iPidana iIslam. i(Jakarta: iSinar iGrafika, i2004), ih. i9 
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a. Menentukan iperbuatan-perbuatan imana iyang itidak iboleh idilakukan, iyang 

idilarang, idengan idisertai iancaman iatau isanksi iberupa ipidana itertentu ibagi 

ibarang isiapa imelanggar ilarangan itersebut. 

b. Menentukan ikapan idan idalam ihal-hal iapa ikepada imereka iyang itelah 

melanggar ilarangan-larangan iitu idapat idikenakan iatau idijatuhi ipidana 

isebagaimana iyang itelah idiancamkan. 

c. Menentukan idengan icara ibagaimana ipengenaan ipidana iitu idapat 

dilaksanakan iapabila iada iorang iyang idisangka itelah imelanggar 

larangan itersebut. 

 Para iahli ihukum iumumnya imengidentifikasikan iadanya itiga ipersoalan 

imendasar idalam ihukum ipidana. iSaner, iberpendapat ibahwa ihal iitu iberkaitan idengan, 

ionrecht, ischuld, idan istrafe.15 iSementara iitu, iPacker imenyebut iketiga imasalah 

itersebut iberkenaan idengan icrime, iresponsibility, idan ipunishment. iMenurut iSoedarto, 

ipersoalan-persoalan itersebut iberkaitan idengan iperbuatan iyang idilarang, iorang iyang 

imelakukan iperbuatan iyang idilarang iitu, idan ipidana iyang idiancamkan iterhadap 

ipelanggaran ilarangan iitu. iDengan ikata ilain, imasalah imendasar idalam ihukum ipidana 

iberhubungan idengan ipersoalan itindak ipidana, ipertanggungjawaban ipidana idan 

ipemidanaan. iUnsur ipembentuk itindak ipidana ihanyalah iperbuatan.16 

 Pada idasarnya itindak ipidana iadalah iperbuatan iatau iserangkaian iperbuatan 

iyang ipadanya idilekatkan isanksi ipidana. iDengan idemikian, idilihat idari iistilahnya, 

ihanya isifat-sifat idari iperbuatan isaja iyang imeliputi isuatu itindak ipidana. iSedangkan 

isifat-sifat iorang iyang imelakukan itindak ipidana itersebut imenjadi ibagian idari 

ipersoalan ilain, iyaitu ipertanggungjawaban ipidana. iAturan ihukum imengenai itindak 

ipidana iberfungsi isebagai ipembeda iantara iperbuatan iyang iterlarang idalam ihukum 

ipidana idan iperbuatan-perbuatan ilain idi iluar ikategori itersebut. iDengan iadanya 

iaturan imengenai itindak ipidana idapat idikenali iperbuatan- iperbuatan iyang idilarang 

idan ikarenanya itidak iboleh idilakukan. 

 Tindak ipidana imempunyai ipengertian iyang iabstrak idari iperistiwa- iperistiwa 

iyang ikongkrit idalam ilapangan ihukum ipidana, isehingga itindak ipidana iharuslah 

                                                           
 

 15
 iChairul iHuda, iTiada iPidana iTanpa iKesalahan i(Jakarta: iKencana, i2011), ih. i7. 

 

 16
 iIbid, ih. i13. 
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idiberikan iarti iyang ibersifat iilmiah idan iditentukan idengan ijelas iuntuk idapat 

iemisahkan idengan iistilah iyang idipakai isehari-hari idalam ikehidupan imasyarakat.17 

 Tindak ipidana iadalah iperbuatan iyang imelanggar ilarangan iyang idiatur ioleh 

aturan ihukum iyang idiancam idengan isanksi ipidana.18 iKata itindak ipidana iberasal 

dari iistilah iyang idikenal idalam ihukum ipidana iBelanda, iyaitu istrafbaar ifeit, 

kadang-kadang ijuga imenggunakan iistilah idelict, iyang iberasal idari ibahasa iLatin 

delictum. iHukum ipidana inegara-negara iAnglo-Saxon imenggunakan iistilah ioffense 

atau icriminal iact iuntuk imaksud iyang isama.19 

 Oleh ikarena ikitab iUndang-Undang iHukum iPidana iIndonesia i(KUHP) 

ibersumber ipada iW.V.S iBelanda imaka iistilah iaslinya ipun isama, iyaitu istrafbaar ifeit 

i(perbuatan iyang idilarang ioleh iundang-undang iyang idiancam idengan ihukuman). 

iPada idasarnya, iistilah istrafbaar ifeit idijabarkan isecara iharfiah iterdiri idari itiga ikata. 

iStraf iyang iditerjemahkan idengan ipidana idan ihukum. iKata ibaar iditerjemahkan 

idengan idapat idan iboleh. iKata ifeit iditerjemahkan idengan itindak, iperistiwa, 

ipelanggaran, idan iperbuatan. iJadi, iistilah istrafbaar ifeit isecara isingkat ibisa idiartikan 

iperbuatan iyang iboleh idihukum. 

 Selanjutnya, ibeberapa irumusan itentang itindak ipidana imenurut ipara ipakar 

ihukum ipidana iperlu idikemukakan, imenurut iSimons isebagaimana idikutip. iStrafbaar 

ifeit iatau itindak ipidana iadalah ikelakuan iyang idiancam idengan ipidana iyang ibersifat 

imelawan ihukum iyang iberhubungan idengan ikesalahan idan ikelakuan iorang iyang 

imampu ibertanggung ijawab. 

 Perbedaan iyang iada iantara iteori idengan ihukum ipositif iitu isebenarnya 

ihanyalah ibersifat isemu. iOleh ikarena iyang iterpenting ibagi iteori iitu iadalah, ibahwa 

itidak iseorang ipun idapat idihukum ikecuali iapabila itindakannya iitu imemang ibenar- 

benar ibersifat imelanggar ihukum idan itelah idilakukan iberdasarkan isesuatu ibentuk 

i“schuld”, iyakni idengan isengaja iataupun itidak isengaja, isedang ihukum ipositif ikita 

ipun itidak imengenal iadanya isuatu i“schuld” itanpa iadanya isuatu 

i“wederrechtelijkheid”. i 

 Dengan idemikian isesuailah isudah iapabila ipendapat imenurut iteori iyang 

iberbunyi i“geen istraf izonder ischuld” iatau i“tidak iada isesuatu ihukuman idapat 

                                                           
17

 iKartonegoro, iDiktat iKuliah iHukum iPidana, i(Jakarta: iBalai iLektur iMahasiswa, i2015), ih. i62. 

  

 18
 iM. iNurul iIrfan, iKorupsi idalam iHukum iPidana iIslam i(Jakarta: iAmzah, i2014), ih. i23. 

 

 19
 iIbid. 
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idijatuhkan iterhadap iseseorang itanpa iadanya ikesengajaan iataupun iketidaksengajaan”, 

iyang iberlaku ibaik ibagi iteori imaupun ibagi ihukum ipositif. 

 Syarat-syarat ipokok idari isesuatu idelik iitu iadalah: 

a. Dipenuhinya isemua iunsur idari idelik iseperti iyang iterdapat idi idalam 

rumusan idelik 

b. Dapat idipertanggungjawabkannya isi ipelaku iatas iperbuatannya 

c. Tindakan idari ipelaku itersebut iharuslah idilakukan idengan isengaja iataupun itidak 

idengan isengaja, idan 

d. Pelaku itersebut idapat idihukum. iSedang isyarat-syarat ipenyerta iseperti idi 

imaksud idi iatas iitu imerupakan isyarat-syarat iyang iharus iterpenuhi isetelah 

itindakan iseseorang iitu imemenuhi isemua iunsur iyang iterdapat idi idalam 

irumusan idelik. 

 

3.  Defenisi iPengutipan iLiar i 

 Secara iumum ipengertian ipungutan iliar iadalah ikegiatan imeminta isejumlah 

iuang iatau ibarang iyang idilakukan idengan itidak itertata, itidak iberijin iresmi idan 

idilakukan isecara isembunyi-sembunyi idari iaparat ipenegak ihukum. iJika iDikaji ilebih 

idalam imaka iPungli iadalah isegala ibentuk ipungutan itidak iresmi iyang itidak 

imempunyai ilandasan ihukum.20 

 Istilah ipungli ihanyalah imerupakan iistilah ipolitik iyang ikemudian idipopulerkan 

ilebih ilanjut ioleh idunia ijurnalis. iDi idalam idunia ihukum i(pidana), iistilah iini itidak 

idijumpai. iBelum ipernah ikita imendengar iadanya itindak ipidana ipungli iatau idelik 

ipungli.21 iSesunggu/hnya, ipungli iadalah isebutan isemua ibentuk ipungutan iyang itidak 

iresmi, iyang itidak imempunyai ilandasan ihukum, imaka itindakan ipungutan itersebut 

idinamakan isebagai ipungutan iliar i(pungli). iDalam ibekerjanya, ipelaku ipungli iselalu 

idiikuti idengan itindakan ikekerasan iatau iancaman ikekerasan iterhadap ipihak iyang 

iberada idalam iposisi ilemah ikarena iada ikepentingannya. 

 

1. Pengutipan iLiar idalam iPerundang-undangan 

                                                           
  

 20
 iR.soesilp,kitab iundang iUndang iHukum iPidana i(KUHP)seta ikomentar-komentarnya ilengkap iPasal iDemi 

iPasal i(Bogor,Poletea,1991),h i73-75. 

  

 21
 iPeter iSalim idan iYenny iSalim.Kamus iBahasa iIndonesia iKontemporer,(Jakarta;Modern iEnglish 

iPress,1991), ih.1206. 
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 Berdasarkan ikasus itindak ipidana ipungutan iliar itidak iterdapat isecara ipasti 

idalam iKUHP, idemikian idasar ihukum iuntuk imenjerat ipelaku ipungutan iliar isendiri 

idiatur idalam ibeberapa iketentuan iperundang-undangan isebagaimana idijabarkan idalam 

itabel iberikut: 

 i i i i i i i i iTabel i2.1. iDasar iHukum iPungli idalam iPerundang-undangan. 

NO Ketentuan iHukum Jenis Ancaman iHukuman 

1 Pasal i2 iUU iNo. i11 

iTahun i1980 i 

Pemberi iSuap i 5 iTahun ipenjara iatau 

idenda isebanyak ibanyaknya 

iRp. i15.000.000,- 

2 Pasal i3 iUU iNo. i11 

iTahun i1980 i 

Penerima iSuap i 3 iTahun ipenjara iatau 

idenda isebanyakbanyaknya 

iRp. i15.000.000,- 

3 KUHP i(Pasal i368) i Pemerasan i 9 iTahun iPenjara i 

4 UU iNo. i20 iTahun 

i2001 itentang 

iPerubahan iatas iUU 

i31 iTahun i1999 

itentang iPemberantasan 

iTindak iPidana 

iKorupsi i(Pasal i11) 

Pegawai iNegeri iatau 

ipeneyelenggara iNegara 

imenerima ihadiah/janji 

iatau idi ijanjikan 

ipadahal idi iketahui 

ihanya 

ikekuasaan/kewenangan 

i 

Pidana ipenjara ipaling 

isingkat i1 itahun, ipaling 

ilama i5 itahun idan/atau 

idenda ipaling isedikit iRp. 

i50.000.000,- idan ipaling 

ibanyak iRp. i250.000.000,- 

5 UU iNo. i20 iTahun 

i2001 itentang 

iPerubahan iatas iUU 

i31 iTahun i1999 

itentang iPemberantasan 

iTindak iPidana 

iKorupsi i(Pasal) i12B) 

Pegawai iNegeri iatau 

iPenyelenggara iNegara 

iPenerima igratifikasi 

Pidana ipenjara iseumur 

ihidup/paling isingkat i4 

itahun idan ipaling ilama i20 

itahun idenda ipaling isedikit 

iRp. i200.000.000,- ipaling 

ibanyak iRp. i1.000.000.000,- 

6 UU iNo. i20 iTahun 

i2001 itentang 

iPerubahan iatas iUU 

i31 iTahun i1999 

itentang iPemberantasan 

iTindak iPidana 

iKorupsi 

Pegawai iNegeri iatau 

iPenyelenggara iNegara 

iyang idengan imaksud 

imenguntungkan idiri 

isendiri 

Pidana ipenjara ipaling 

isingkat i1 itahun, ipaling 

ilama i5 itahun idan/atau 

idenda ipaling isedikit 

iRp.50.000.000,- idan ipaling 

ibanyak iRp. i250.000.000,- 

Sumber:https://komisi-kejaksaan.go.id/komjak/wp-content/uploads/2017/03/ i i i i i i i i i 

iSaber-Pungli-Kejati-Sumut.pdf 

 

HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 

 

A. Praktek iPengutipan iLiar iDengan iKedok iRetribusi iYang iTerjadi iPada 

iLokasi iWisata iDi iDesa iLau iDebuk-Debuk 

Setelah imelakukan ipenelitian, ipeneliti imenemukan ibukti ibahwa iterdapat 

ikasus iyang ibenar iadanya idi idesa iSemangat iGunung itentang iadanya ikasus 
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ipengutipan iliar isaat imemasuki iwisata ilau idebuk-debuk. iHal itersebut idibuktikan 

idengan iadanya ibukti iwawancara ipeneliti idengan ibeberapa imasyarakat iyang 

imelihat isecara ilangsung ikejadian itersebut. iDan iterjadinya ipengutipan iliar 

itersebut isudah imenjadi ikebiasaan idi idesa iSemangat iGunung.Jika iwisatawan 

iberkunjung ike ilau iDebuk-Debuk ihal itersebut idilakukan isudah imenjadi ihal 

ilumrah idilakukan idan iwarga idesa iSemangat iGunung ipun itidak ipernah 

imenanyakan ikemana ihasi idari iretribusi idana itersebut. I 

 

Wawancara idisajikan idengan ibentuk isemi iterstruktur idengan ipenyajian isecara 

inarasi isebagai iberikut: 

1. Juskanur iRidho iSurbakti22 

Dalam iwawancara iyang idilakukan ipeneliti iterhadap ibapak iJuskanur, ibapak 

iJurkanur imenuturkan ibahwa ipengutipan iliar iyang iterjadi idi idesa iSemangat iGunung 

itepatnya idi itempat iwisata ipemandian iair ipanas ilau idebuk-debuk imemang ibenar 

adanya idan idinilai isebagai ibentuk ikebiasaan iyang iselalu iterjadi. iHal itersebut isangat 

imenggangu iwisatawan itetapi imemang isangat isulit iuntuk idiatasi ikarena isetelah 

idilakukan irazia idalam ibeberapa iwaktu ipasti iakan ikembali ilagi. 

2. Rahmat iGinting23 

Dalam iwawancara iyang idilakukan ipeneliti iterhadap ibapak iRahmat iGinting 

imenuturkan ibahwa ikebiasaan ipengutipan iliar itersebut isudah iterjadi icukup ilama idi 

idaerah idesa iSemangat iGunung. iKejadian iini iseperti ipengutipan idi isimpang-simpang 

iyang iberguna iuntuk iuang imakan iorang-orang ijaga imalam ipada isaat iitu, iakhirnya 

imenjadi ikebiasan idan iterus imenerus iterjadi. 

3. Boing iSolin24 

Dalam iwawancara iyang idilakukan ipeneliti iterhadap iibu iBoing iSolin imenuturkan 

ibahwa ipengutipan iini iselalu iterjadi ikarena imemang isudah imenjadi ikebiasaan 

iakibatnya isulit iuntuk idihilangkan. iMeskipun iada irazia, itidak ilama ikemudian ipasti 

iada ilagi. 

                                                           
 
22

 iWawancara idengan iBapak iJuskanur iRidho iSurbakti, iSekretaris iDesa, idi iDesa iSemangat iGunung ipada 

itanggal i29 iDesember i2022. 
23

 iWawancara idengan iBapak iRahmat iGinting,Kepala iDusun, idi iDesa iSemangat iGunung ipada itanggal i29 

iDesember i2022. 

  
24

 iWawancara idengan iIbu iBoing iSolin idi iDesa iSemangat iGunung ipada itanggal i30 iDesember i2022. 
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Dari iwawancara iyang itelah idilakukan ioleh ipeneliti idilapangan imaka idapat 

idisimpulkan ibahwa ipraktek ipengutipan iliar itersebut itidak iterorganisir iakan itetapi 

itelah imenjadi ikebiasaan iyang iakhirnya isulit iuntuk idihilangkan. iKebiasaan iini ijuga 

iterjadi iakibat iwisatawan idan iwarga isekitar ijuga imenganggap ihal itersebut ibiasa 

isaja. iKarena imemang ipengutipan iliar itersebut ibiasanya ihanya iuntuk iuang imakan 

imalam ibagi ipetugas ironda imalam iyang iselalu imengarahkan ijalan ipara iwisatawan. 

 

B. Pandangan iKUHP iTerhadap iPraktek iPengutipan iLiar iYang iTerjadi iPada 

iLokasi iWisata iDi iDesa iLau iDebuk-Debuk 

Pungutan iliar iadalah iperbuatan iyang idilakukan ioleh iseseorang iatau 

pegawai inegeri iatau ipejabat inegara idengan icara imeminta ipembayaran isejumlah 

iuang iyang itidak isesuai iatau itidak iberdasarkan iperaturan iyang iberkaitan idengan 

ipembayaran itersebut. iHal iini isering idisamakan idengan iperbuatan ipemerasan, 

ipenipuan iatau ikorupsi. 

Pungutan iliar ijuga itermasuk idalam ikategori ikejahatan ijabatan, idimana idalam 

ikonsep ikejahatan ijabatan idijabarkan ibahwa ipejabat idemi imenguntungkan idiri 

isendiri iatau iorang ilain, imenyalahgunakan ikekuasaanya iuntuk imemaksa iseseorang 

imemberikan isesuatu, iuntuk imembayar iatau imenerima ipembayaran idengan ipotongan 

iatau iuntuk imengerjakan isesuatu ibagi idirinya isendiri. 

Kejahatan ijabatan iadalah ikejahatan iyang idilakukan ioleh ipegawai inegeri/pejabat 

idalam imasa ipekerjaannya idan ikejahatan itersebut itermasuk idalam isalah isatu 

iperbuatan ipidana iyang itercamtum idalam iBab iXXVIII iBuku ikedua iKUHP”. 

iPenjelasan ipungutan iliar idalam iaturan ihukum imemang itidak idapat iditumakan 

idengan ijelas. iAkan itetapi ibila imelihat irumusan ipungutan iliar iyang idilakukan ioleh 

ipegawai inegeri/pejabat, imaka iperbuatan itersebut iberkaitan idengan ipemerasan. 

iNamun idemikian, iperlu idikemukakan ibahwa itidak isemua ipemerasan idapat 

idikategorikan isebagi itindak ipidana ikorupsi. 

Pemerasan iyang itermasuk idalam itindak ipidana ikorupsi iadalah ipemerasan 

yang idilakukan ioleh ipegawai inegeri iatau ipenyelenggara inegara iyang imemenuhi 

iunsur idalam iPasal i12 ihuruf ie, ihuruf if idan ihuruf ig iUU iNo. i31 iTahun i1999 ijo 

iUU iNo. i20 iTahun i2001 iTentang iPTPK. 

Pegawai inegeri iatau ipenyelenggara inegara iyang idengan imaksud 

imenguntungkan idiri isendiri iatau iorang ilain isecara imelawan ihukum iatau idengan 

imenyalahgunakan ikekuasaannya imemaksa iseseorang imemberikan isesuatu, 
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imembayar, iatau imenerima ipembayaran idengan ipemotongan, iatau iuntuk 

imengerjakan isesuatu ibagi idirinya isendiri. iDipidana idengan ipidana ipenjara 

iseumur ihidup iatau ipidana ipenjara ipaling isingkat i4 i(empat) itahun idan ipaling 

ilama i20 i(dua ipuluh) itahun idan idipidana idenda ipaling isedikit iRp. i200.000.000,- 

i(dua iratus ijuta irupiah) idan ipaling ibanyak iRp. i1.000.000.000.- i(satu imiliar 

irupiah). 

  

Pasal idi iatas imengatur ibahwa ipegawai inegeri iyang imelakukan ipemerasan 

dapat idikategorikan isebagai isalah isatu ibentuk itindak ipidana ikorupsi. iDilihat idari 

isejarahnya, iketentuan ipasal iini iberasal idari iPasal i423 iKUHP iyang ikemudian 

idiadopsi idalam iPasal i1 iayat i(1) ihuruf ic iUndang-Undang iNomor i3 iTahun i1971 

iTentang iPemberantasan iTindak iPidana iKorupsi idan idiadopsi ikembali idalam iPasal 

i12 iUU iNo. i31 iTahun i1999 iTentang iPemberantasan iTindak iPidana iKorupsi iserta 

idirumuskan ikembali idalam iPasal i12 ihuruf ie iUU iNo. i20 iTahun i2011 iTentang 

iPerubahan iAtas iUU iNo. i31 iTahun i1999 iTentang iPemberantasan iTindak iPidana 

iKorupsi. 

Perbuatan itindak ipidana ipemerasan isebagaimana iyang iterdapat idalam 

KUHP iBAB iXXIII idijelaskan idalam iPasal i368; i 

“Barang isiapa idengan imaksud ihendak imenguntungkan idiri isendiri iatau iorang 

ilain idengan imelawan ihak, imemaksa iorang idengan ikekerasan iatau iancaman 

ikekerasan, isupaya iorang iitu imemberikan ibarang, iyang isama isekali iatau 

isebagaiannya itermasuk ikepunyaan iorang iitu isendiri ikepunyaan iorang ilain iatau 

isupaya iorang iitu imembuat iutang iatau imenghapuskan ipiutang, idihukum ikarena 

imemeras, idengan ihukuman ipenjara iselama- ilamanya isembilan itahun.” 

  

Adapun ipenjelasan idiatas iialah, ibahwa ikejadian idinamakan isuatu 

perbuatan ipemerasan idengan ikekerasan i(afpersing). iPelaku i“pemeras” imelakukan 

iperbuatan idengan: i 

1. memaksa iorang ilain 

2. untuk imemberikan ibarang iyang isama isekali iatau isebagian itermasuk 

ikepunyaan iorang iitu isendiri iatau ikepunyaan iorang ilain, iatau imembuat 

iutang iatau imenghapuskan ipiutang 

3. dengan imaksud ihendak imenguntungkan idiri isendiri iatau iorang ilain idengan 

imelawan ihak 
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4. memaksanya idengan imemakai ikekerasan iatau iancaman ikekerasan. 

Pemerasan iyang idilakukan ioleh ipegawai inegeri iatau ipejabat 

penyelenggara inegara idikarenakan ikekuasaannya idiatur idalam iBAB iXXVIII 

Pasal i423 iKUHP; 

“Pegawai inegeri iyang idengan imaksud imenguntungkan idirinya isendiri iatau 

orang ilain idengan imelawan ihak, imemaksa iseorang idengan isewenang- iwenang 

imemakai ikekuasaanya, isupaya imemberikan isesuatu, imelakukan isesuatu ipembayaran, 

imemotong isebagian idalam imelakukan ipembayaran, iatau imengerjakan isesuatu iapa, 

idihukum ipenjara iselama-lamanya ienam itahun.” 

Aturan ihukum ipidana iyang idijelaskan idalam iBAB iXXVIII iKUHP itentang 

ikejahatan ikejahatan iyang idilakukan idalam ijabatan iditujukan iuntuk imencegah iatau 

menghukum iperbuatan-perbuatan iyang isewenang-wenang idan ikecurangan- ikecuragan 

i(korupsi) iyang ibanyak iragamnya idari ipegawai inegeri. iDalam iPasal i425 

yang imemuat ikejahatan iyang ibiasa idinamakan iknevelarij, imemiliki iperumusan iunsur 

iyang isempit. iOleh ikarenanya, iharus idapat idibuktikan ielemen, ibahwa iterdakwa 

iwaktu imelakukan iperbuatannya iitu iharus imenunjukkan iseolah-olah iapa 

yang idipungut iitu iharus idibayar, ibaik ikepadanya isendiri, imaupun ikepada ipegawai 

inegeri iyang ilain, iatau ikepada ikas inegeri. 

Pasal iini itidak iberdaya iuntuk imenghukum iperbuatan isewenang-wenang idan 

ikecurangan-kecurangan isecara iyang ibiasa idan ibanyak idilakukan ioleh ipegawai 

inegeri idisini, ioleh ikarena idalam icara itersebut itidak iterdapat ielemen itersebut idiatas 

iini. iNamun, iacaman itersebut imasih imungkin idikenakan iPasal i424, i423 iatau i421, 

itergantung ipada iunsur-unsur idi idalamnya. i 

Setelah idibentuknya iUndang-Undang iNomor i3 iTahun i1972 itentang 

iPemberantasan iTindak iPidana iKorupsi, iPasal i423 iini idi iserap idan idipandang 

isebagai itindak ipidana ikorupsi idan idiancam ihukuman ipenjara iseumur ihidup iatau 

ipenjara iselama-lamanya idua ipuluh itahun idan/ iatau idenda isetinggi-tingginya i30 ijuta 

irupiah. 

Pebuatan imemaksa isebagaimana idijelaskan idiatas, iialah imelakukan itekanan 

ipada iorang, isehingga iorang iitu imelakukan isesuatu iyang iberlawanan idengan 

ikehendak isendiri. iSementara iyang idikatangan idengan iBarang iialah isebagaimana 

iyang idijelaskan idalam iPasal i362 iKUHP. iSerta imelakukan iperbuatan idengan icara 

imelawan ihukum iialah itidak iberhak iatau ibertentangan idengan iketentuan ihukum. 
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Tindak ipidana iyang idiatur idalam iPasal i423 iKUHP iyang imana isalah isatu 

iunsur ipemenuhan isebagai itindak ipidana iyaitu imaksud imenguntungkan idiri isendiri 

atau iorang ilain isecara imelawan ihukum idi idalam irumusan iPasal i423 iitu imerupakan 

isuatu ibijkomend ioogmerk. iSehingga ioogmerk iatau imaksud itersebut 

tidak iperlu itelah iterlaksana ipada iwaktu iseseorang ipelaku iselesai imelakukan 

iperbuatan-perbuatan iyang iterlarang idi idalam ipasal iini. i 

Perbuatan idengan imenyalahgunakan ikekuasaan imemaksa iorang ilain iuntuk 

imenyerahkan isesuatu, imelakukan isesuatu ipembayaran, imelakukan ipemotongan iyang 

idilakukan iterhadap isuatu ipembayaran idan imelakukan isuatu ipekerjaan iuntuk ipribadi 

ipelaku iitu imerupakan itindak ipidana imateril, isehingga iorang ibaru idapat iberbicara 

itentang iselesai idilakukannya itindak-tindak ipidana itersebut. i 

Jika iakibat-akibat iyang itidak idikehendaki ioleh iundang-undang ikarena 

iperbuatan-perbuatan iitu itelah itimbul iatau itelah iterjadi. iKarena itidak iadanya 

ikualifikasi ioleh iundang- iundang imengenai itindak-tindak ipidana iyang itertuang 

idalam iPasal i423 iKUHP, imaka iterjadi ikesulitan idalam ipenyebutan iyang idiberikan 

ipada itindakan iyang iterjadi idalam ipasal itersebut. 

 

C. Pandangan iHukum iPidana iIslam iTerhadap iPraktek iPengutipan iLiar iYang 

iTerjadi iPada iLokasi iWisata iDi iDesa iLau iDebuk-Debuk 

1. Pandangan iHukum iPidana iIslam iTerhadap iPengutipan iLiar 

Secara ietimologis, ikata irisywah iberasal idari ibahasa iarab iyang iberarti iupah, 

ihadiah, ikomisi iatau isuap. iIbnu iManzhur ijuga imengemukakan ipenjelasan iAbul iAbas 

itentang imakna ikata irisywah, iia imengatakan ibahwa ikata irisywah iterbentuk idari 

ikalimat i“anak iburung iyang imerengek-rengek iketika imengangkat ikepalanya ikepada 

iinduknya iuntuk idi iasupi”.25 

Adapun isecara iterminologi, irisywah iadalah isesuatu iyang idi iberikan idalam 

irangka imewujudkan ikemaslahatan iatau isesuatu iyang idiberikan idalam 

rangka imembenarkan iyang ibatil/salah iatau imenyalahkan iyang ibenar. 

Imam iAdz iDzahabi iberkata ibahwa iorang iyang imelakukan ipungutan iliar imirip 

idengan iperampok ijalanan iyang ilebih ijahat idaripada ipencuri. iOrang iyang 

menzalimi iorang ilain idan iberulang ikali imemungut iupeti, imaka idia iitu ilebih izalim 

idan ilebih ijahat idari ipada iorang iyang iadil idalam imengambil ipungutan idan. iPenuh 

                                                           
25

 iM. iNurul iIrfan, iKorupsi iDalam iHukum iIslam, i(Jakarta: iAmzah, i2011), ih. i89. 
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ikasih isayang ipada irakyatnya. iOrang iyang imengambil ipungutan iliar, ipencatat idan 

ipemungutnya, isemuanya ibersekutu idalam idosa, isama-sama ipemakan iharta iharam. i26 

Dalam ikaidah iushul ifiqh idisebutkan ibahwa itiada isuatu iperistiwapun idi idalam 

iIslam, imelainkan idi isitu iada ihukum iAllah. iDitinjau idari isisi isyariat, ipungutan iliar 

idapat idipadankan idengan ikata iar-risywah. iPungutan iliar idapat idikategorikan isebagai 

iar- irisywah iapabila ikedua ibela ipihak isepakat, ijuga ibisa idikategorikan isebagai 

iperampasan i(al-ghasbu) ijuga ibisa idikategorikan ipemungutan icukai i(al-maksu),20 

iyakni iapabila ipungutan itersebut ibersifat imemaksa, imisalnya iapabila itidak 

imenyerahkan isejumlah iuang itertentu ikepada iyang iberwenang, imaka iurusannya iakan 

idi ipersulit, i 

Allah itelah imenurunkan isyari’at iterakhir iyang iditurunkan ikepada iNabi 

Muhammad isaw. iSyariat iini imemiliki iciri ikhas irasional idibekali iwahyu isebagai 

isumber irujukan iguna imenjadikan iagama iini isebagai ijalan iyang ilurus imencapai 

ikebenaran idi isisi iAllah. i27 

Agama iIslam iadalah iagama iyang imenjunjung itinggi ikejujuran, ibaik 

terhadap idiri isendiri imaupun ikepada iorang ilain ilain. iIslam iyang ibearti ikeselamatan 

ibagi ipara iumat imanusia iyang imemeluknya iyang iberarti imenjauhkan iumatnya idari 

iperbuatan iyang imenyesatkan idan imerugikan iorang ilain. ietika iseseorang imemiliki 

iiman iyang imantap iselalu imerasa ibersama idengan iAllah. iAllah imaha imelihat, imaha 

imengawasi. iKemudian ijuga imodel ipencegahan idari iaspek iibadah, isebab isalah isatu 

ifungsi iibadah iitu imencegah imanusia idari iperbuatan ikeji idan imungkar. 

Hukum iIslam isebagai iketentuan iyang imengatur inilai-nilai ihukum iperbuatan 

iummat imanusia iterutama ipara imukallaf iyang isumber iutamanya ial-Qur’an idan 

iHadis, itelah imengatur ihubungan imanusia idengan iAllah idan ihubungan imanusia 

idengan isesama imanusia idan ialam isekitarnya.23 

Terlebih ilagi ibahwa inilai-nilai iyang iterkandung idi idalam iajaran iagama iIslam 

i(di idalam ial-Quran idan iHadist) itidak ihanya iberisi ikaidah-kaidah iyang imengatur 

itentang itata icara iberibadah ikepada iTuhan iYang iMaha iEsa, iakan itetapi iberisi ijuga 

ikaidah- ikaidah itentang iinteraksi isosial iyang iada idi itengah imasyarakat ibahkan 

imengatur itentang iNegara.24 

                                                           
26

 iMam iadz-Dzahabi, iDosa-Dosa iBesar, i(Solo: iPustaka iArafah, i2007), ihlm. i191 

 
27

 iAhkam iJayadi, iMembuka iTabir iKesadaran iHukum, iJurisprudentie, iVolume i4 iNomor i2 i(Desember, i2017), 

ih. i14. 
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 iDalam iagama iIslam idengan ijelas imenerangkan ibahwa ipenganutnya idilarang 

iuntuk imelakukan iperbuatan imemakan iyang ibukan ihaknya. iSebagaimana iFirman 

iAllah iSWT idalam ial-Quran iQS. ial-Baqarah/2:188 i“Dan ijanganlah ikamu imakan 

iharta idi iantara ikamu idengan ijalan iyang ibatil, idan i(janganlah) ikamu imenyuap 

idengan iharta iitu ikepada ipara ihakim, idengan imaksud iagar ikamu idapat imemakan 

isebagian iharta iorang ilain iitu idengan ijalan idosa, ipadahal ikamu imengetahui”. 

Memberikan isuap ikepada isiapapun ihukumnya iharam imenurut iayat-ayat ial-

Qur’an isehingga iAllah imelarang iperbuatan itersebut. iDi idalam iHadist iNabi, idiantara 

idalil idiharamkannya imenarik ial-muks i(pungutan) iadalah ihadis iyang idiriwayatkan 

ioleh iAbu iDawud idan ial-Hakim, iRasulullah isaw ibersabda i“Tidak iakan imasuk isurga 

iorang iyang imelakukan ipemungutan”. iPungutan iliar idapat idipersamakan idengan 

isuatu itindakan isuap imenyuap, isedangkan idi idalam iHadist, iNabi iMuhammad isaw 

ibersabda ibahwa i“Rasulullah iShallallahu ialaihi iwasallam imelaknat iyang imemberi 

isuap idan iyang imenerima isuap”. 

Rasulullah imelaknat iorang iyang imemberi isuap idan imenerima isuap ikarena 

pemberian iitu iakan imempengaruhi ikinerja ipara ipetugas iyang imemegang itugas-tugas 

itersebut isehingga imereka itidak iobyektif idan itidak iselektif, imereka ihanya imenerima 

iorang-orang iyang imau imemberi isejumlah iuang iyang idi iminta. iSeharusnya imereka 

ibekerja isesuai idengan iperaturan-peraturan idan itatatertip iyang itelah idi itetapkan. 

Dengan idemikian isetiap imuslim iakan iakan irela idengan ikeputusan iyang itelah 

iditetapkan idan itidak iada ipaksaan iuntuk imenyerahkan isejumlah iuang idan 

memperoleh ipekerjaan-pekerjaan itersebut. iBarang isiapa iyang ibertakwa ikepada iAllah 

iniscaya iAllah iakan imemberikan ijalan ikeluar ibaginya idan imengaruniainya irezeki 

idari iarah iyang itidak idi isangka-sangkanya. 

 i i iSebab iAllah iSWT iadalah ipencipta iyang iterbaik, isegala iciptaan-Nya idan 

itidak iseorang ipun imampu imenandinginya, ibaik ikuantitas imaupun ikualitasnya. 

iManusia isebagai imakhluk iciptaan-Nya ihadir ike ipentas idunia idalam ibentuk iyang 

isebaik-baiknya, ijasmani idan irohani.28 

2. Hukuman iPelaku iPengutipan iLiar iPerspektif iHukum iPidana iIslam 

Al-Quran idengan iwawasannya iyang iamat iluas ibanyak iberbicara itentang 

imanusia, ikodrat idan ikedudukannya idengan ikedalaman idan ikepekaan icita irasa 

                                                           
28

 iDudung iAbdullah, iAl-Qur’an idan iBerbuat iBaik i(Kajian iTematik iTerm i“Al-Birr”), ial-Daulah, iVolume i6 

iNomor i1 i(Juni, i2017), ih. i1. 
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ibahasa iArab, isehingga idalam isetiap ipernyataannya imengundang ipara ipembacanya 

iuntuk ibertadabbur, itabashur, itadzakkur idan itafakkur.29 

Berkaitan idengan isanksi ihukuman ibagi ipelaku irisywah, itampaknya itidak ijauh 

iberbeda idengan isanksi ihukuman ibagi ipelaku ighulul, iyaitu ihukum ita’zir isebab 

ikeduanya itidak itermasuk idalam iranah iqisas idan ihudud. iAbdullah iMuhsin iAl-

Thariqi imengemukakan ibahwa isanksi ihukum ipelaku itindak ipidana isuap itidak 

idisebutkan isecara ijelas idalam ial-Quran imaupun iHadist, imengingat isanksi itindak 

ipidana irisywah imasuk idalam ikategori isanksi-sanksi ita’zir iyang ikompetensinya 

iberada iditangan ihakim. i 

Untuk imemutuskan ijenis isanksi iyang isesuai idengan ikaidah-kaidah ihukum 

iIslam idan isejalan idengan iprinsip iuntuk imemelihara istabilitas ihidup ibermasyarakat, 

isehingga iberat idan iringannya isanksi ihukum iharus idisesuaikan idengan ijenis itindak 

ipidana iyang idilakukan, idan idisesuaikan ipula idengan ilingkungan idi imana 

ipelanggaran iitu iterjadi, itermasuk idikaitkan idengan imotivasi- imotivasi iyang 

imendorong isebuah itindak ipidana idilakukan. iLebih ilanjut ial-Thariqi imenjelaskan 

ibahwa isanksi ita’zir ibagi ipelaku ijarimah imerupakan ikonsekuensi idari isikap 

imelawan ihukum iIslam idan isebagai ikonsekuensi idari isikap imenentang/bermaksiat 

ikepada iAllah. i 

Oleh ikarena iitu, iharus idiberi isanksi itegas iyang isesuai idengan imengandung 

i(unsur iyang ibertujuan) iuntuk imenyelamatkan iorang ibanyak idari ikejahatan ipara 

ipelaku, imembersihkan imasyarakat idari ipenjahat, ilebih-lebih ibudaya isuap-menyuap 

itermasuk isalah isatu ikemungkaran iyang iseharusnya idiberantas idari isebuah 

ikomunitas imasyrakat, isebagaimana isabda iRasulullah iyang idiriwayatakan ioleh 

iMuslim, ial-Tirimidzi, ial-Nasa’I, idan iAhmad i“barang isiapa idi iantara i imelihat 

ikemungkaran imaka iubahlah ikemungkaran iitu idengan itangannya...”. iMencegah 

ikemungkaran idengan itangan isebagimana iperintah idalam iHadist ipada idasarnya 

imerupakan itugas ipemerintah idan iinstansi iyang iberwenang iuntuk imencegah 

ikemungkaran itersebut. i 

Pernyataan ial-Thariq imemang isangat ilogis, iyaitu ibahwa ikemungkaran-

kemungkaran iyang iterjadi idi imasyarakat, iapabila ikemungkaran ikolektif iseperti 

iproblem isuap-menyuap imerupakan isalah isatu ibentuk ikorupsi idi iIndonesia, iharus 

iditangani ilangsung ioleh ipemerintah idan ibekerja isama idengan isemua ikompenen 

ibangsa. iSebab, itidak imungkin iindividu-individu itertentu iakan iberusaha imemberantas 

itradisi ikorupsi iyang iterjadi ihampir isemua ilini idan isektor ikehidupan. iUpaya 
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ipemerintah iselama iini ihanya idi imasa ireformasi ibahkan isejak iOrde 

lama idan iOrde iBaru iberbagai iperaturan idan isederet iundang-undang itelah 

bermunculan iuntuk iberupaya imemberantas ikorupsi, itetapi iseperti iyang ibiasa idilihat 

ihasilnya imasih ibelum imemuaskan.29 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang idilakukan idi iPolres iBerastagi idan idiuraikan idalam 

ibab-bab isebelumnya, imaka idapat iditarik ikesimpulan itentang iTindak iPidana 

iPengutipan iLiar idalam iKUHP i(Studi iKasus iDesa iSemangat iGunung iKecamatan 

iMerdeka iKabupaten iKaro) iyaitu: 

1. Praktek iyang ipengutipan iliar iyang iterjadi idi iwisata ilau idebuk-debuk itepatnya 

idi idesa iSemangat iGunung imerupakan ikegiatan iyang idilakukan ikarena iadanya 

ikebiasaan imasyarakat. iKemudian iperbuatan itersebut idinilai isebagai ihal iyang 

ilumrah ioleh imasyarakat; 

2. Pandangan iKUHP iterhadap ipraktek ipengutipan iliar iyang iterjadi ipada ilokasi 

iwisata idi idesa iLau iDebuk-Debuk iadalah iterlarang. iHal itersebut idapat idikenai 

ihukuman i2 itahun ipenjara isesuai idengan iamanat iUndang-Undang iNomor i31 

iTahun i1999 iTentang iPemberantasan iTindak iPidana iKorupsi iyang idiperbaharui 

idengan iUndang-Undang iNomor i20 iTahun i2001. 

3. Pandangan iHukum iPidana iIslam iterhadap ipraktek ipengutipan iliar iyang iterjadi 

ipada ilokasi iwisata idi idesa iLau iDebuk-Debuk i idinilai isebagai iperbuatan iyang 

idilarang ioleh ihukum ipidana iIslam. iAkibatnya ijika itetap imelakukan imaka 

ihukum ipidana iIslam imeletakkan ihukuman itersebut isecara ita’zir idimana 

ihukuman itersebut imengikuti idengan iperaturan iyang iberlaku idalam isebuah 

iNegara iIslam. 

Saran 

Berdasarkan ikesimpulan isebagaimana iyang itelah idipaparkan idi iatas,maka ipenulis 

idapat imenarik isaran isebagai iberikut; 
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1. Sebaiknya idi iwilayah iDesa iSemangat iGunung ilebih imemperhatikaniadanya 

ikegiatan ipungli iyang ibereadar iagar itidak iada ikecurangan ibagi ipihak iyang 

iterkait. i i 

2. Di iperlukan iregulasi iyang ibaik, ipengawasan iinternal imaupun ieksternal idan 

iperan iserta imasyarakat. 

3. Memberlakukan iaturan ihukum iyang isemestinya idengan imeninda secara itegas 

ipelaku ipungli. 
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